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ABSTRACT

This study aims to examine how the implementation of Regional Management Infor-
mation System (SIMDA) of Finance at the Government of Magelang Regency, the ob-
stacles in implementing SIMDA of Finance, and the effectiveness of financial reporting
before and after the implementation of SIMDA of Finance. This type of research is
study case qualitative research. The object of this research is the Magelang Regency
Government, with the research samples being 11 Regional Working Unit in the Mage-
lang Regency. This research shows that the implementation of SIMDA of Finance at
the Magelang Regency Government has been following existing procedures. Con-
straints in implementing SIMDA of Finance at the Magelang Regency Government
include lack of human resource knowledge, network/connection problems, hardware/
hardware problems, and software/software problems. However, the implementation
of SIMDA of Finance increases the effectiveness of financial reporting compared to
before the SIMDA of Finance implementation. As a result, the quality of the financial
reports is higher than before the implementation of SIMDA of Finance.

Keywords: implementation of SIMDA of Finance, effectiveness of financial reporting,

quality of financial reports

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana implementasi Sistem Informasi
Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan), kendala dalam implementasi SIM-
DA Keuangan, dan efektivitas pelaporan keuangan sebelum dan sesudah implemen-
tasi SIMDA Keuangan. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif studi kasus. Ob-
jek penelitian yaitu Pemerintah Kabupaten Magelang dengan sampel penelitian yaitu
11 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang. Hasil dari
penelitian ini yaitu implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kabupaten
Magelang telah sesuai dengan prosedur yang ada. Kendala dalam implementasi SIM-
DA Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Magelang diantaranya kurangnya penge-
tahuan SDM, masalah jaringan/koneksi, masalah pada hardware/perangkat keras,
dan masalah pada software/perangkat lunak. Implementasi SIMDA Keuangan
meningkatkan efektivitas pelaporan keuangan daripada sebelum implementasi SIM-
DA Keuangan. Akibatnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan lebih berkuali-
tas daripada sebelum implementasi SIMDA Keuangan.

Kata kunci: implementasi SIMDA Keuangan, efektivitas pelaporan keuangan, kuali-

tas laporan keuangan

PENDAHULUAN

Teknologi informasi diperlukan dalam
mengelola keuangan daerah. Teknologi in-
formasi ini dapat membantu pemerintah
daerah dalam menyusun laporan keu-
angannya agar lebih efektif, efisien, dan
akuntabel. Teknologi informasi berperan
dalam mengembangkan informasi dan
proses integrasi agar berjalan dengan baik
(Aben, Valk, Roehrich & Selviaridis, 2021).
Pengembangan teknologi informasi perlu
bagi pemerintah agar pemerintah dapat

dengan mudah untuk menjalankan, men-
goperasikan, dan mendayagunakan infor-
masi secara cepat, tepat, dan akurat (Dewi
& Mariska, 2018). Menurut Lestari & Dewi
(2020), sistem informasi akuntansi merupa-
kan komponen yang saling berhubungan
untuk mendukung pembuatan keputusan
dan pengawasan dalam organisasi yang
berfungsi mengumpulkan, memproses, me-
nyimpan, dan mendistribusikan informasi.
Sistem informasi akuntansi penting dalam
pengelolaan keuangan daerah Kkarena
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akuntansi merupakan alat kontrol yang
dapat digunakan untuk mencapai tujuan
pemerintah untuk meningkatkan kepent-
ingan publik (Saerang, Wokas, Kumaat &
Datu, 2019). Tujuan penting akuntansi dan
administrasi sektor publik adalah akunta-
bilitas dan transparansi pengelolaan keu-
angan pemerintah pusat dan daerah
(Handayani & Erlina, 2020). Akuntabilitas
yang bagus diperlukan agar organisasi pub-
lik dinilai memiliki manajemen kinerja
yang baik (Widajatun & Kristiastuti, 2020).
Menurut Liou & Hu (2018), teknologi dan
manajemen publik memberikan pengaruh
luas dan akan terus mengubah operasi or-
ganisasi sektor publik dan kinerja mana-
jemen. Teknologi deterministik dan non-
teknologi telah banyak digunakan untuk
mengeksplorasi mengenai manajemen keu-
angan sektor publik (Simpson, Tetteh &
Boateng, 2020). Peraturan yang mengatur
mengenai  teknologi informasi pada
pemerintah  daerah  yaitu  Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keu-
angan Daerah. Sebelumnya menggunakan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi
Keuangan Daerah. Pelaksanaan dari ke-
bijakan tersebut yaitu dengan pengimple-
mentasian suatu teknologi informasi yang
memadai. Teknologi informasi ini diharap-
kan dapat membantu pemerintah daerah
dalam mengelola keuangannya sehingga
dapat memperoleh kemudahan.

Perbedaan peraturan dalam pengel-
olaan keuangan antara pemerintah daerah
kota dan kabupaten merupakan tantangan
untuk menyatukan sistem informasi mana-
jemen keuangan kota dan kabupaten
(Apridiyanti, Suharman & Ardianto, 2020).
Saat ini pemerintah daerah baik kabupaten
maupun kota bersama-sama menerapkan
suatu sistem informasi dalam mengelola
data keuangannya. Sistem informasi yang
diterapkan tersebut yaitu SIMDA (Sistem
Informasi Manajemen Daerah). SIMDA
merupakan suatu sistem untuk mengelola
keuangan dari BPKP (Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan). SIMDA
dirancang untuk membantu pemerintah
daerah dalam mengelola keuangannya baik
di tingkat SKPD (Satuan Kerja Perangkat

Daerah) maupun SKPKD (Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah). Menurut Sugi-
yantari, Titisari & Sumani (2018), SIMDA
menjadikan pengelolaan keuangan lebih
efektif dan efisien. Menurut Kring & Grimes
(2019), tersedianya kapabilitas pelaporan
keuangan pemerintah daerah yang semakin
besar akan meningkatkan fungsi sistem.
Faktor yang memengaruhi implementasi
SIMDA diantaranya keterlibatan pemakai
dalam proses pengembangan sistem, ke-
mampuan teknik personal, dukungan pim-
pinan bagian, formalisasi pengembangan
sistem informasi, program pelatihan dan
pendidikan pemakai, keberadaan konsul-
tan, lokasi bagian sistem informasi, komit-
men organisasi, dan motivasi (Anggraini,
2019).

Menurut Rahmawati & Suryadi (2019),
efektivitas merupakan hasil dari atau efek
yang dijadikan ukuran untuk mencapai
tujuan dari suatu kegiatan yang dilakukan.
Efektivitas merupakan proses di mana
rencana dan biaya yang dianggarkan, wak-
tu dan jumlah orang yang sudah ditetap-
kan sesuai dengan hasil yang diharapkan
(Andjani, Ratnamulyani & Kusumadinata,
2018). Efektivitas menurut Campbell
(1989:121) merupakan suatu tingkatan
yang telah ditetapkan oleh entitas dalam
mencapai tujuannya. Oleh karena itu, enti-
tas atau lembaga perlu mengukur efektivi-
tas. Efektivitas diukur dengan teori dari
Campbell (1989:121) mengemukakan bah-
wa dengan keberhasilan program, keber-
hasilan sasaran, kepuasan terhadap pro-
gram, tingkat input dan output, dan pen-
capaian tujuan menyeluruh merupakan
cara yang dapat digunakan dalam men-
gukur efektivitas.

Laporan keuangan berisi informasi
keuangan vyang dipublikasikan kepada
pemangku kepentingan untuk pengambilan
keputusan. ILKPD (Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah) merupakan wujud
kewajiban pemerintahan atas pengelolaan
sumber daya yang dimanfaatkan oleh
pemerintah dalam 1 (satu) masa (Wanti &
Susilo, 2020). Setiap entitas pelaporan
wajib mempublikasikan keuangannya ter-
sebut termasuk diantaranya pemerintah
pusat maupun daerah. Menurut Sumtaky,
Chandrarin & Sanusi (2018), pemerintah
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daerah harus memberikan kualitas publik
yang baik agar dinilai memiliki kinerja yang
baik oleh masyarakat. LKPD yang berkuali-
tas akan mendukung user sebagai bahan
untuk melakukan analisis. Menurut Thoa &
Nhi (2021), kualitas informasi akuntansi
memengaruhi perkembangan ekonomi na-
sional dan meningkatkan warga. Menurut
Ikyarti & Aprilia (2019) semakin bagus im-
plementasi SIMDA maka semakin baik pada
kualitas laporan keuangan yang disajikan.
Teori stewardship menjelaskan, bagi prinsi-
pal dengan adanya SIMDA dapat mening-
katkan kualitas laporan keuangan. SIMDA
diharapkan dapat meningkatkan kinerja
manajemen dalam mencapai tujuan organ-
isasi dan dapat menghasilkan laporan keu-
angan secara tepat waktu sehingga dapat
menyampaikan informasi keuangan kepada
pelayanan publik dengan cepat dan akurat
(Donaldson & Davis, 1991). Implementasi
SIMDA selain berpengaruh terhadap kuali-
tas laporan keuangan juga berpengaruh
terhadap kepuasan pengguna jasa informa-
si akuntansi. Update software penyedia jasa
laporan keuangan yang lebih canggih pent-
ing demi peningkatan kepuasan atas
pengguna jasa informasi ke depan (Ishak,
2019). Menurut Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara agar
menghasilkan laporan keuangan yang
berkualitas, LKPD disajikan berdasarkan
Standar Akuntansi Pemerintahan. Syarat
kualitatif laporan agar pemerintah daerah
dapat menghasilkan laporan keuangan
yang Dberkualitas menurut Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71
tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan yaitu relevan, andal, dapat
dibandingkan, dan dapat dipahami.
Pemerintah Kabupaten Magelang memiliki
tingkat transparansi dan akuntabilitas
laporan keuangan yang dapat dibilang baik.
Pemerintah Kabupaten Magelang mem-
peroleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecua-
lian) oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
selama empat tahun berturut-turut mulai
dari Tahun Anggaran 2017 sampai Tahun
Anggaran 2020. Diperolehnya opini terse-
but berkaitan dengan SIPKD (Sistem Infor-
masi Pengelolaan Keuangan Daerah) ber-
basis komputer yang dibangun dan dikem-
bangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupat-

en Magelang yang disebut SIMDA Keuangan
yang sudah ditetapkan sejak tahun 2011.
Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk
melakukan penelitian mengenai bagaimana
dampak implementasi SIMDA Keuangan
terhadap efektivitas pelaporan keuangan
pada Pemerintah Kabupaten Magelang.
Penelitian ini juga didukung oleh
penelitian sebelumnya yang bersifat kuanti-
tatif dengan topik yang masih berkaitan
dengan penelitian ini. Hasil pengujian
hipotesis pengaruh kompetensi aparatur,
akuntansi akrual, dan implementasi SIMDA
terhadap kualitas laporan keuangan
Pemerintah Daerah Kota Kendari yang dil-
akukan oleh Zalni (2021) menunjukkan
kompetensi aparatur tidak berpengaruh
terhadap kualitas laporan keuangan. Pen-
erapan akuntansi berbasis akrual ber-
pengaruh signifikan terhadap kualitas
laporan keuangan. Implementasi SIMDA
berpengaruh signifikan terhadap kualitas
laporan keuangan. Hal ini menunjukkan
bahwa implementasi sistem informasi
akuntansi dapat meningkatkan kinerja in-
dividu dalam menghasilkan laporan keu-
angan yang berkualitas. Hasil penelitian
juga membuktikan kebenaran dari tujuan
sistem infomasi akuntansi sebagai alat un-
tuk membantu pengelolaan serta akuntabil-
itas keuangan pemerintah. Berdasarkan
hasil penelitian mengenai SIMDA Keuangan
di Magelang dijelaskan bahwa penerapan
SIMDA Keuangan berpengaruh secara posi-
tif dan signifikan terhadap kualitas laporan
keuangan (Damayanti & Destiningsih,
2020). Penelitian tersebut menggunakan
pendekatan kuantitatif untuk melihat
bagaimana pengaruh penerapan SIMDA
Keuangan terhadap kualitas laporan keu-
angan di BPBD (Badan Penanggulangan
Bencana Daerah) Kabupaten Magelang.
Penelitian yang dilakukan oleh Lisda, Nur-
wulan & Septianisa (2018) meneliti
mengenai pengaruh implementasi SIMDA
Desa, SPIP (Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah), kompetensi SDM (Sumber
Daya Manusia) terhadap kualitas laporan
keuangan (Survey pada pemerintah desa di
Kabupaten Bandung Barat). Hasil penelitian
Lisda et al (2018) menunjukkan bahwa
secara parsial penerapan SIMDA Desa, SPIP,
dan kompetensi SDM berpengaruh ter-
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hadap kualitas laporan keuangan. Hasil
penelitian juga menunjukkan bahwa secara
simultan ketiga variabel tersebut ber-
pengaruh terhadap kualitas laporan keu-
angan. Penerapan SIMDA Desa cukup baik
karena hal ini didukung oleh kemudahan
akses, portal pelayanan publik, organisasi
pengelolaan dan pengolahan informasi,
infrastruktur, dan aplikasi dasar. Sistem
informasi akuntansi terbukti meningkatkan
kinerja perusahaan. Penelitian yang dil-
akukan oleh Prastika & Purnomo (2019)
meneliti tentang pengaruh sistem informa-
si akuntansi terhadap kinerja perusahaan
pada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menen-
gah) di Kota Pekalongan. Penelitian ini
menggunakan penelitian kuantitatif. Hasil
penelitian menunjukkan sistem informasi
akuntansi berpengaruh positif terhadap
kinerja UMKM sehingga terlihat bagaimana
peran sistem informasi akuntansi bagi
perkembangan UMKM  sangat jelas.
Penelitian yang dilakukan oleh Aswandi
(2018) meneliti mengenai pemanfaatan
teknologi informasi akuntansi terhadap
kualitas laporan keuangan sektor publik
mengemukakan  bahwa  pemanfaatan
teknologi  informasi  akuntansi dan
pengawasan berpengaruh terhadap kualitas
laporan keuangan organisasi nirlaba di Ko-
ta Padang. Namun, secara parsial teknologi
informasi berpengaruh negatif terhadap
kualitas laporan keuangan. Hal ini dikare-
nakan pegawai bagian akuntansi yang
bekerja belum sepenuhnya memanfaatkan
teknologi dengan baik. Dengan demikian,
perlu bagi suatu organisasi atau lembaga
untuk mengetahui bagaimana efektivitas
SIMDA Keuangan dalam pengelolaan keu-
angannya agar menghasilkan laporan keu-
angan yang berkualitas sehingga dapat
meningkatkan akuntabilitas publiknya.
Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti
bagaimana efektivitas pelaporan keuangan
sebelum dan sesudah implementasi SIMDA
Keuangan dan  bagaimana  kualitas
pelaporan keuangan yang dihasilkan dari
SIMDA Keuangan tersebut pada Pemerintah
Kabupaten Magelang.

Penggunaan teknologi informasi
akuntansi memberikan peluang baru bagi
profesi akuntan. Peluang baru yang mung-
kin diraih adalah konsultan sistem infor-

masi berbasis komputer, CISA (Certified
Information Systems Auditor), dan web
trust audit (Elisabeth, 2019). Pentingnya
teknologi informasi akuntansi dalam suatu
organisasi telah diakui dalam dunia inter-
nasional. Hal ini terbukti dengan penelitian
yang telah dilakukan oleh Mclvor, McHugh
& Cadden (2018) yang menganalisis
bagaimana teknologi internet memiliki
fasilitas potensial dalam transparansi or-
ganisasi sektor publik di UK. Sistem infor-
masi dalam lembaga pemerintah juga
merupakan topik penelitian yang menarik
di Amerika Serikat. Teknologi digital men-
gubah aspek penting organisasi sektor
publik yang berkaitan dengan struktur
birokrasi formal, akuntabilitas, dan profe-
sional. Di samping itu juga tidak ada akun
sistematis dalam studi organisasi tentang
perubahan karena digitalisasi khusus un-
tuk sektor publik. Digitalisasi organisasi
sektor publik bukan hanya masalah pen-
erapan berbagai teknologi, tetapi tentang
pengintegrasian strategi organisasi dan

teknologi digital, manajer memerlukan
lebih banyak pengetahuan tentang pengem-
bangan bentuk organisasi  (Plesner,

Justesen & Glerup, 2018).

Sistem informasi akuntansi mem-
berikan peran penting bagi organisasi
sektor publik. Penelitian yang dilakukan
oleh Huy & Phuc (2020) mengemukakan
bahwa sistem informasi akuntansi memain-
kan peran penting dalam mempromosikan
kinerja lingkungan, kinerja sosial, dan
kinerja ekonomi untuk meningkatkan
kinerja berkelanjutan organisasi secara
keseluruhan. Teknologi informasi akuntan-
si menghasilkan informasi keuangan yang
dibutuhkan pengguna. Informasi keuangan
bagi politisi digunakan untuk pengambilan
keputusan mengenai sektor publik.
Penelitian yang dilakukan oleh Jorge, Jesus
& Nogueira (2019) yang meneliti mengenai
penggunaan informasi akuntansi oleh
politisi mengemukakan bahwa karena ku-
rangnya pengetahuan umum dan kom-
pleksitas informasi akuntansi, politisi di
DPR Portugis tidak sering menggunakann-
ya, hanya sesekali.

Penelitian mengenai implementasi
SIMDA Keuangan dalam pelaporan keu-
angan pemerintah daerah telah banyak dil-
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akukan oleh peneliti sebelumnya.
Penelitian ini mengacu pada penelitian
sebelumnya dengan topik yang sama. Na-
mun, penelitian ini memiliki perbedaan
dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan
tersebut diantaranya dalam hal variabel
penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh
Lisda et al (2018), Damayanti & Destin-
ingsih (2020), Hardjanto, Kusuma & Mur-
joko (2019), dan Yanto & Akfir (2019)
menggunakan variabel kualitas informasi,
sedangkan penelitian ini menggunakan
efektivitas pelaporan dan kualitas laporan
keuangan sebagai variabelnya. Penelitian
yang dilakukan oleh Kewas, Karamoy &
Lambey (2019) hanya dilakukan di satu
SKPD dan SKPKD vyaitu BPKAD (Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) di
Sulawesi Utara sedangkan penelitian ini
menggunakan 11 SKPD dan SKPKD di
Pemerintah Kabupaten Magelang sebagai
sampel penelitian. Selain itu, penelitian ini
menggunakan analisis data kualitatif
deskriptif model Miles & Huberman (1992)
dengan membandingkan keadaan sebelum
dan sesudah implementasi SIMDA Keu-
angan untuk mengetahui efektivitas
pelaporan dan kualitas laporan keuangann-
ya. Miles & Huberman (1992) mengemuka-
kan teknik analisis data kualitatif
deskriptif terdiri dari reduksi data, display/
penyajian data, kesimpulan/verifikasi. Ana-
lisis tersebut sesuai dengan penelitian ini.
Menurut Miles & Huberman (1992), aktivi-
tas analisis data kualitatif dilakukan secara
interaktif dan berlangsung secara terus
menerus sampai tuntas sehingga datanya
sudah jenuh. Penelitian ini juga dilakukan
pada periode terbaru yaitu tahun 2021.
Jenis pendekatan vyang digunakan
dalam penelitian ini yaitu pendekatan
kualitatif studi kasus. Sedangkan organ-
isasi sektor publik merupakan objek
penelitian yang dipilih dari penelitian ini.
Objek penelitian yaitu Pemerintah Kabupat-
en Magelang yang belum pernah dilakukan
penelitian dengan topik sama sebelumnya.
Tujuan dari penelitan ini yaitu
menganalisis bagaimana implementasi SIM-
DA Keuangan pada Pemerintah Kabupaten
Magelang, bagaimana kendala dalam
pengimplementasian dan bagaimana efek-
tivitas pelaporan keuangan sebelum dan

sesudah implementasi SIMDA Keuangan
tersebut. Penelitian ini disusun dengan
sistematika bagian halaman awal adalah
judul dan abstrak. Kemudian pendahuluan
yang berisi latar belakang penelitian. Tin-
jauan pustaka berisi mengenai tinjauan lit-
eratur penelitian ini. Metode penelitian
berisi mengenai jenis, prosedur, dan teknik
analisis yang digunakan dalam penelitian.
Analisis dan pembahasan berisi mengenai
analisis dan pembahasan dari temuan yang
didapatkan dalam penelitian. Kesimpulan
berisi mengenai hasil kesimpulan dari
penelitian ini. Keterbatasan dan saran beri-
si mengenai keterbatasan penelitian dan
saran untuk penelitian selanjutnya. Tera-
khir yaitu referensi berisi daftar referensi
yang digunakan peneliti dalam penelitian
ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Efektivitas

Menurut Campbell (1989:121), efektivitas
merupakan tingkat kemampuan entitas da-
lam mencapai sasaran yang telah ditetap-
kan sebelumnya. Campbell (1989:121)
menyatakan, indikator yang digunakan un-
tuk mengukur efektivitas yaitu keberhasi-
lan program, keberhasilan sasaran, kepua-
san terhadap program, tingkat input dan
output, dan pencapaian tujuan menye-
luruh. Efektivitas program dapat dilakukan
dengan kemampun operasional dalam
melaksanakan program yang telah ditetap-
kan sebelumnya. Keberhasilan program
dapat ditinjau dari mekanisme suatu
kegiatan dan proses yang dilakukan di
lapangan. Efektivitas ditinjau dari sudut
pencapaian tujuan dengan memusatkan
perhatian terhadap aspek output, artinya
efektivitas dapat diukur dengan prosedur
dari organisasi untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan dan seberapa jauh
tingkat output dalam kebijakan. Kepuasan
merupakan ukuran efektivitas yang
mengacu pada keberhasilan program da-
lam memenuhi kebutuhan pengguna.
Kepuasan dirasakan oleh para pengguna
terhadap kualitas produk atau jasa yang
dihasilkan. Semakin berkualitas produk
dan jasa maka kepuasan oleh pengguna
semakin tinggi sehingga dapat men-
imbulkan keuntungan bagi lembaga. Efek-
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tivitas tingkat input dan output dapat
dilihat dari perbandingan antara masukan
(input) dan keluaran (output). Sesuatu
dapat dikatakan efisien bila output lebih
besar daripada input, sebaliknya dikatakan
tidak efisien jika input lebih besar daripada
output. Oleh karena itu, ketersediaan sara-
na input penting untuk mengukur efektivi-
tas. Menurut Thenikusuma & Muis (2019),
ketersediaan sarana dan prasarana yang
memadai akan mampu mendukung ter-
wujudnya penerapan akuntansi pemerinta-
han agar berjalan efektif. Semakin besar
output yang dihasilkan dari suatu program
akan semakin besar keefektivitas dari sua-
tu unit Kkerja tersebut (Rahmawati &
Suryadi, 2019). Efektivitas pelaporan keu-
angan akan menghasilkan laporan keu-
angan yang berkualitas. Defitri
(2018) menyatakan bahwa laporan keu-
angan merupakan informasi keuangan
yang berisi pertanggungjawaban entitas
atas kepengurusan sumber daya ekonomi
yang dimiliki. Laporan keuangan merupa-
kan indikator utama dalam menilai kinerja
suatu perusahaan. Afifuddin
(2019) menjelaskan bahwa efektivitas sis-
tem akuntansi merupakan faktor pen-
dukung dari laporan keuangan. Efisiensi
sistem meningkat, maka output produksi
yang didapatkan juga ikut meningkat. Da-
lam menghasilkan laporan keuangan yang
berkualitas diperlukan usaha yang efektif
agar mendapatkan informasi yang akurat.
Usaha untuk mendapatkan informasi harus
melewati suatu proses perubahan dengan
membuat data menjadi  bermakna
(Hardjanto et al, 2019). Penyusunan
laporan keuangan akan menghasilkan
laporan keuangan yang digunakan untuk
melaporkan kinerja perusahaan kepada
para pengguna (Agustina & Pratomo, 2019).

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah

Defitri (2018) menyatakan, laporan keu-
angan merupakan informasi keuangan
yang berisi pertanggungjawaban entitas
atas kepengurusan sumber daya ekonomi
yang dimiliki. LKPD merupakan laporan
akuntabilitas dalam mengelola keuangan
daerah selama satu tahun anggaran
(Jatmiko, Irawan, Machmuddah & Laras,

2020). Tercapainya efektivitas pelaporan
keuangan akan meningkatkan kualitas
laporan keuangan. Hertanto
(2016) menyatakan semakin efektif proses
kerja unit organisasi maka semakin besar
pula kontribusi suatu program (output)
yang dihasilkan terhadap pencapaian mau-
pun sasaran yang telah ditentukan. Kuali-
tas LKPD penting bagi para pengguna. Pus-
pasari & Purnama (2018) menyatakan bah-
wa kualitas laporan keuangan harus di-
penuhi oleh setiap sektor pemerintahan
untuk dapat memenuhi kebutuhan dari pa-
ra pemakainya. Kualitas laporan keuangan
penting bagi pemerintah daerah karena
berguna bagi user dalam mendukung
pengambilan keputusannya. Rahardja, Aini
& Hardini (2018) menyatakan bahwa cara
yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
kualitas laporan keuangan vyaitu me-
manfaatkan teknologi masa kini. Menurut
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 71 tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan prasyarat nor-

matif agar laporan Kkeuangan vyang
dihasilkan oleh  pemerintah  daerah
berkualitas yaitu relevan, andal, dapat

dibandingkan, dan dapat dipahami.

Pengelolaan Keuangan Daerah
Perencanaan keuangan daerah, realisasi,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungja-
waban, dan kontrol merupakan kegiatan
dalam mengelola keuangan oleh
pemerintah daerah. Hal ini telah ditetapkan
dalam Peraturan Pemerintah Republik In-
donesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sis-
tem Informasi Keuangan Daerah. Pengel-
olaan keuangan daerah dilakukan secara
terintegrasi ke dalam suatu sistem dalam
bentuk APBD (Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah) yang telah ditetapkan
dengan peraturan daerah.

Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan menurut Peraturan Men-
teri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah yaitu unit pemerintahan yang mem-
iliki kewajiban melaporkan laporan keu-
angan menurut peraturan perundang-
undangan yang terdiri atas entitas
akuntansi. Sedangkan unit pemerintahan
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yang menggunakan anggaran dan memiliki
kewajiban melakukan akuntansi dan mem-
buat laporan keuangan kemudian disusun
menjadi satu dengan entitas pelaporan
merupakan entitas akuntansi. Menurut Per-
aturan Pemerintah Republik Indonesia No-
mor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keu-
angan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
yang termasuk dalam entitas pelaporan
yaitu pemerintah pusat dan daerah, lem-
baga/kementrian  negara, dan BUN
(Bendahara Umum Negara). Sedangkan
yang merupakan entitas akuntansi yaitu
Pengguna  Anggaran di lingkungan
pemerintah daerah dan BUD (Bendahara
Umum Daerah).

Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan merupakan pera-
turan yang digunakan oleh pemerintah dae-
rah sebagai pedoman dalam menyusun
laporan keuangannya. Basis yang ditetap-
kan pemerintah dalam menyusun laporan
keuangannya berdasarkan Standar
Akuntansi Pemerintahan yaitu basis akrual.
Hal ini telah diatur dalam Peraturan Men-
teri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Basis Akrual. Peraturan menteri ini meru-
pakan acuan bagi pemerintah dengan
tujuan untuk menerapkan basis akrual pa-
da Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
(SAPD) menurut Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pen-
erapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual, pasal 6 terdiri dari dua
yaitu Sistem Akuntansi yang dilakukan di
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SA-SKPD)
dan Sistem Akuntansi yang dilaksanakan di
Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (SA-
PPKD). SKPD merupakan entitas akuntansi
yang memiliki kewajiban menyajikan
laporan keuangan untuk kemudian melalui
PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah.
Sedangkan SKPKD juga melaksanakan
akuntansi sebagai PPKD sekaligus sebagai
SKPD. Sehingga sistem akuntansinya terdiri
dari SA-PPKD dan Sistem Akuntansi Kon-

solidator yang mengkonsolidasikan laporan
keuangan pemerintah daerah.

Implementasi SIMDA Keuangan

Menurut BPKP, SIMDA vyaitu sistem infor-
masi yang dapat digunakan untuk mengel-
ola keuangan oleh pemerintah daerah. SIM-
DA Keuangan menurut Yuesti, Adnyana &
Pramesti (2020) merupakan aplikasi terin-
tegrasi yang digunakan pemerintah daerah
untuk meningkatkan efektivitas untuk
menerapkan peraturan pengelolaan keu-
angan daerah berdasarkan prinsip efisiensi,
ekonomi, efektif, transparansi, akuntabili-
tas, dan audit. Sistem yang baik dalam im-
plementasinya dilihat dari penerimaan dan
pemahaman pengguna yang merasa puas
dengan sistem informasi yang dihasilkan
bukan hanya dilihat dari kecanggihannya.
Tingkat kepuasan akan meningkatkan
efisiensi dan efektivitas kerja penggunaan
sistem informasi yang diimplementasikan
(Ishak, 2019).

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kuali-
tatif dengan pendekatan studi kasus.
Agung & Yuesti (2019) mengatakan
penelitian kualitatif merupakan penelitian
yang dilakukan tanpa membuat per-
bandingan atau menghubungkan dengan
variabel yang lain untuk mengetahui nilai
variabel mandiri, baik satu variabel mau-
pun lebih (independen). Tujuan penelitian
kualitatif salah satunya yaitu untuk melihat
efektif tidaknya suatu program atau
kegiatan (Raco, 2018). Penelitian studi ka-
sus merupakan penelitian yang meneliti
suatu kasus tertentu yang dilakukan secara
sungguh-sungguh, mendalam, detail, dan
komprehensif (Agung & Yuesti, 2019).
Menurut Ahmad, Ekayanti, Nonci &
Ramadhan (2020), LKPD dikatakan bagus
yaitu bila mendapatkan opini WTP dari
BPK. Komitmen yang kuat dibutuhkan un-
tuk mendapatkan opini tersebut. Penelitian
ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten
Magelang karena selama empat tahun ber-
turut-turut Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Magelang mendapatkan opini
WTP oleh BPK atas LKPD dari Tahun Ang-
garan 2017 sampai Tahun Anggaran 2020.
Selain itu, juga adanya aksesibilitas data

234



JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS Vol. 21, No. 2, Agustus2021: 228-251

pada Pemerintah Kabupaten Magelang.
Penentuan sampel yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu dengan purposive
sampling dan snow ball. Agung & Yuesti
(2019) menyatakan purposive sampling
merupakan teknik penentuan sampel
dengan pertimbangan tertentu. Peneliti
mengunakan pengambilan data wawancara
kepada orang-orang yang dianggap paling

tahu mengenai pelaporan Kkeuangan
menggunakan SIMDA  Keuangan. Se-
dangkan untuk responden kuesioner

diberikan kepada seluruh pihak yang terli-
bat dalam proses penyusunan LKPD. Agung
& Yuesti (2019) menjelaskan bahwa teknik
snow ball merupakan teknik penentuan
sampel mula-mula kecil, kemudian mem-
besar. Teknik ini digunakan karena data
diambil melalui wawancara dengan in-
forman. Pemilihan informan dalam
penelitian ini menggunakan teknik tersebut
yaitu dari topik kemudian SKPD, bagian
keuangan, dan ke kepala subbagian keu-
angan. Pertanyaan yang diberikan dari hal
umum ke hal yang lebih detail mengenai
implementasi SIMDA Keuangan dan efek-
tivitas pelaporan keuangan. Informan yang
dipilih yaitu Kepala Subbagian Keuangan di
SKPD dan BPPKAD selaku SKPKD.

Peneliti mengambil 11 unit SKPD
yang dijadikan sampel penelitian ini. Pem-
ilihan SKPD berdasarkan kriteria yang
ditetapkan peneliti yaitu SKPD yang bidang
keuangannya telah menggunakan SIMDA
Keuangan, SKPD vyang berjarak dekat
dengan objek penelitian, SKPD yang mem-
iliki kelengkapan data penelitian. Badan
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (BPPKAD) termasuk SKPD da-
lam sampel penelitian ini dengan karakter-
istik khusus sebagai SKPD yang menjalan-
kan fungsi sebagai SKPKD Kabupaten
Magelang serta BUD. SKPD yang dijadikan
sampel dalam penelitian ini yaitu BPPKAD
Kabupaten Magelang, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten
Magelang, Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan,
Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pendidi-
kan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pari-
wisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas
Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Dinas
Lingkungan Hidup.

Jenis dan Sumber Data

Data primer merupakan data yang didapat-
kan atau dikumpulkan oleh peneliti atau
lembaga tertentu secara langsung dari
sumbernya, dicatat dan diamati, dan hasil-
nya digunakan langsung oleh peneliti atau
lembaga untuk memecahkan persoalan
yang akan dicari jawabannya (Agung &
Yuesti, 2019). Data primer dalam penelitian
ini didapat melalui wawancara dan
kuesioner. Informan dan responden
penelitian ini yaitu Kepala Subbagian Keu-
angan dan petugas keuangan di SKPKD dan
SKPD. Data sekunder merupakan data yang
didapatkan atau dikumpulkan oleh orang
lain atau lembaga tertentu dan tidak secara
langsung (Agung & Yuesti, 2019). Data
sekunder dari penelitian ini yaitu LKPD ta-
hun 2020 diambil dari BPPKAD Kabupaten
Magelang.

Prosedur Pengumpulan Data
Sugiyono (2019) menyatakan bahwa
pengumpulan data merupakan langkah pal-
ing strategis dalam penelitian Kkarena
tujuan utama dari penelitian adalah
mendapatkan data. Prosedur pengumpulan
data dalam penelitian ini terdiri dari empat
tahap yaitu observasi, eksplorasi terfokus,
pengumpulan data, dan konfirmasi data.
Rahardja, Harahap & Pratiwi (2018) menya-
takan bahwa observasi merupakan teknik
pengumpulan data, di mana peneliti
melakukan pengamatan secara langsung
kegiatan dan permasalahan yang sedang
terjadi pada objek penelitian sebagai
pemecahan permasalahan. Observasi dil-
akukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Pe-
nataan Ruang karena adanya kelengkapan
data penelitian. Eksplorasi terfokus yaitu
menentukan suatu objek untuk sasaran
utama penelitian. Objek penelitian ini yaitu
Pemerintah Kabupaten Magelang.
Pengumpulan data dalam penelitian
ini dilakukan dengan wawancara dan doku-
mentasi. Sugiyono (2019) menjelaskan bah-
wa wawancara merupakan teknik pengum-
pulan data yang dilakukan oleh peneliti
untuk memperoleh hal-hal secara men-
dalam. Peneliti mewawancarai Kepala Sub-
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bagian Keuangan di SKPD dan SKPKD.
Dokumentasi merupakan teknik pengum-
pulan data dengan menelusuri informasi
melalui dokumen-dokumen. Dokumen bisa
berbentuk tulisan, gambar, maupun karya
dari seseorang (Sugiyono, 2019). Dokumen
yang dianalisis berbentuk catatan, pera-
turan, dan kebijakan mengenai SIMDA Keu-
angan. Di samping itu, dokumentasi juga
dilakukan dengan melakukan penelusuran
dan telaah LKPD tahun 2020. Lebih jauh,
dokumentasi dilakukan dengan pene-
lusuran informasi mengenai efektivitas
pelaporan keuangan sebelum dan sesudah
implementasi SIMDA Keuangan melalui
kuesioner. Agung & Yuesti (2019) menya-
takan bahwa kuesioner merupakan teknik
pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara memberi responden seperangkat per-
tanyaan atau pernyatan tertulis untuk dija-
wab.

Konfirmasi data dilakukan untuk
menguji kebenaran data yang telah dil-
akukan. Menurut Sugiyono (2019), data
yang valid adalah data yang tidak berbeda
antara data yang dilaporkan oleh peneliti
dan data vyang terjadi pada objek
penelitian. Uji validitas data dalam
penelitian ini menggunakan teknik triangu-
lasi. Triangulasi menurut Sugiyono (2019)
merupakan pengecekan data dari berbagai
sumber dengan berbagai waktu dan cara.
Triangulasi sumber digunakan untuk men-
guji validitas data dilakukan dengan cara
mengecek data yang telah diperoleh me-
lalui beberapa sumber (Sugiyono, 2019).
Peneliti melakukan konfirmasi dengan in-
forman penelitian yang telah diwawancarai.
Peneliti melakukan wawancara hal yang
sama terhadap Kepala Subbagian Keuangan
dan petugas keuangan di setiap SKPD yang
menjadi sampel penelitian.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu menggunakan analisis
data kualitatif deskriptif. Alur penelitian
deskriptif kualitatif (QD) diawali dengan
proses atau kejadian penjelas yang akhirn-
ya ditarik kesimpulan berupa suatu gener-
alisasi dari proses atau peristiwa tersebut
(Yuliani, 2018). Rijali (2018) menjelaskan
bahwa kegiatan mengumpulkan data di

lapangan dan analisis data dalam
penelitian kualitatif, kategorisasi, konsep-
tual, dan deskripsi tidak dapat dipisahkan
karena kejadian diperoleh ketika kegiatan
lapangan berlangsung. Prosesnya ber-
bentuk siklus dan intraktif, dan keduanya
berlangsung secara simultan. Penelitian ini
menggunakan model analisis data Miles &
Huberman (1992) yang dijelaskan juga oleh
Basrowi & Suwandi (2008: 209) tentang
teknik analisis data kualitatif deskriptif
terdiri dari reduksi data, display/penyajian
data, dan kesimpulan/verifikasi.

Reduksi data merupakan suatu
langkah merangkum dan meringkas data
yang diperoleh. Dalam penelitian ini terdiri
dari tiga data yaitu, data hasil kuesioner,
data laporan keuangan, dan data hasil wa-
wancara. Data kuesioner dianalisis dengan
pengkodean menggunakan skala likert. Da-
ta laporan keuangan dianalisis dengan me-
ringkas dan menelusuri indikator kualitas
laporan keuangan. Data wawancara diana-
lisis dengan meringkas data dan menelusu-
ri informasi mengenai indikator pelaporan
keuangan dan kualitas laporan keuangan.
Display data pada penelitian kualitatif
dapat dilakukan dengan penjelasan
menggunakan kalimat singkat yang padat
dan jelas, menggunakan bagan dan se-
bagainya. Data hasil kuesioner disajikan
dalam sebuah tabel dan dijelaskan
menggunakan kata-kata. Hasil analisis data
laporan keuangan dan wawancara disajikan
ke dalam kalimat sehingga dapat meng-
gambarkan bagaimana efektivitas
pelaporan keuangan sebelum dan sesudah
implementasi SIMDA  Keuangan dan
bagaimana kualitas laporan keuangannya.
Sedangkan kesimpulan merupakan langkah
yang dilakukan setelah melakukan reduksi
dan display data. Kesimpulan menjelaskan
hasil akhir dari penelitian yang telah dil-
akukan setelah melakukan analisis data.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Informasi Mana-
jemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada
Pemerintah Kabupaten Magelang

Implementasi  SIMDA  Keuangan  di
Pemerintah Kabupaten Magelang dimulai
sejak tahun 2015. Implementasi ini dil-
akukan di seluruh SKPD maupun SKPKD
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yang ada di Pemerintah Kabupaten Mage-
lang. Namun, ada SKPD vyang baru
mengimplementasikan SIMDA Keuangan
dalam pengelolaan keuangannya tahun
2017 yaitu di DPRKP (Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman) dan Di-
spermades (Dinas Pemberdayaan Masyara-
kat Desa). DPRKP baru mengimplementasi-
kan SIMDA Keuangan tahun 2017 karena
dinas ini baru berdiri tahun tersebut. Dinas
ini baru ada dalam SOTK (Struktur Organ-
isasi dan Tata Kerja) pada tahun 2017. Se-
dangkan Dispermades mulai mengimple-
mentasikan SIMDA Keuangan tahun 2017
karena di tahun tersebut dinas ini berdiri
sendiri sebagai dinas baru. Berikut Gambar
1 merupakan tampilan depan aplikasi SIM-
DA Keuangan.

Pemerintah Kabupaten Magelang
menerapkan SIMDA Keuangan karena ber-
tepatan di tahun tersebut adanya kebijakan
penerapan akuntansi berbasis akrual se-
hingga aplikasi SIMDA Keuangan dari BPKP
dipandang lebih meyakinkan dalam mem-
bantu pengelolaan keuangan daerah karena
BPKP berkedudukan secara langsung di
bawah Kementerian Keuangan. Sehingga
laporan keuangan yang dihasilkan memen-
uhi standar kualitas dari pemeriksaan BPK.

Implementasi SIMDA Keuangan di
Pemerintah Kabupaten Magelang dilakukan
secara menyeluruh mulai dari pengang-
garan, penatausahaan, akuntansi dan
pelaporan. SIMDA Keuangan sebenarnya
bukan aplikasi berbasis web melainkan se-
buah aplikasi desktop. Untuk mengakses
aplikasi SIMDA Keuangan tidak melalui in-
ternet. BPKP pertama kali membuat ap-
likasi SIMDA Keuangan dengan model ek-
spor dan impor file. Namun ekspor dan im-
por file tersebut memiliki kelemahan di

Gambar 1.
Tampilan Depan Aplikasi SIMDA Keuangan
Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang

mana rentan terkena virus dan terjadi trou-
ble sehingga Pemerintah Kabupaten Mage-
lang melakukan modifikasi terhadap ap-
likasi tersebut. Modifikasi yang dilakukan
diantaranya, aplikasi tersebut dapat di-
akses melalui internet dan dapat diinstall
di laptop maupun komputer.

Namun di Dinas Pendidikan,
penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan ter-
jadi ketidakcocokan antara hasil perhi-
tungan sendiri dan hasil di SIMDA Keu-
angan. Ketidakcocokan ini terjadi pada Da-
na BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan
Dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Bel-
anja Daerah) di mana hasil perhitungan di
LO (Laporan Operasional) manual Dana
BOS dan Dana APBD akan berbeda dengan
di LO aplikasi SIMDA Keuangan. Dalam rin-
cian akun-akunnya pun jumlahnya ber-
beda. Penyebab ketidaksesuaian ini belum
dapat diketahui secara pasti.

Aplikasi ini digunakan oleh
pemerintah daerah dalam membuat
laporan keuangan. Pihak yang mengelola
SIMDA Keuangan/yang memiliki akses ter-
hadap aplikasi SIMDA Keuangan dian-
taranya ada admin dan operator di masing-
masing modul SIMDA Keuangan. Modul
SIMDA Keuangan terdiri dari modul
penganggaran, modul penatausahaan, dan
akuntansi dan pelaporan.

Program aplikasi SIMDA Keuangan
yang digunakan dalam mengelola keu-
angan pemerintah daerah menggunakan
SIMDA Keuangan. Aplikasi SIMDA Keu-
angan yang digunakan pemerintah daerah
dalam membuat laporan keuangan terdiri
dari tiga prosedur, meliputi penganggaran,
penatausahaan, akuntansi dan
pelaporannya yang tersistem dan terin-
tegrasi menjadi satu kesatuan (BPKP, 2021).
Berdasarkan hasil wawancara kepada se-
luruh responden dalam penelitian ini,
pelaporan keuangan menggunakan SIMDA
Keuangan sudah sesuai dengan prosedurn-
yva. Implementasi SIMDA Keuangan di
Pemerintah Kabupaten Magelang telah
menerapkan prosedur penganggaran, pena-
tausahaan, akuntansi dan pelaporan baik di
tingkat SKPD maupun SKPKD. Prosedur
pertama yang dilakukan dalam mengelola
keuangan dengan menggunakan aplikasi
SIMDA Keuangan vyaitu penganggaran.
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Prosedur di aplikasi SIMDA Keuangan telah
tersedia menu-menu untuk input data.
Petugas Akuntansi tinggal input data yang
dibutuhkan. Pertanggungjawaban laporan
keuangan juga telah tersedia di aplikasi
SIMDA Keuangan.

Prosedur terakhir dalam SIMDA Keu-
angan yaitu akuntansi dan pelaporan. Da-
lam akuntansi dan pelaporan dilakukan
posting jurnal oleh Petugas Akuntansi
secara periodik bisa harian, mingguan atau
bulanan. Namun, menurut Peraturan Men-
teri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keu-
angan Daerah dalam kurun waktu triwulan
SKPD harus dapat melaporkan
menghasilkan laporan keuangan termasuk
di dalamnya yaitu LRA (Laporan Realisasi
Anggaran) ke BPPKAD. Kemudian oleh
BPPKAD dilakukan rekonsiliasi pendapatan
dan belanja setiap tiga bulan sekali dengan
masing-masing OPD (Organisasi Perangkat
Daerah). Rekonsiliasi tersebut dicatat da-
lam BAR (Berita Acara Rekonsiliasi) untuk
bulan ke-6 atau semester juga membuat

laporan keuangan untuk satu semester dan
prognosis. Prognosis merupakan perkiraan
belanja dan pendapatan untuk enam bulan
ke depan.

Di triwulan keempat atau akhir tahun
disusun LKPD. Namun ada SKPD vyang
terkadang bingung dalam mengelola jurnal.
Oleh karena itu, BPPKAD mengumpulkan
seluruh SKPD dalam sebuah forum untuk
dilakukan pendampingan dalam
melakukan jurnal sampai dengan laporan
keuangan selesai. Setelah laporan keuangan
dari seluruh SKPD digabung menjadi LKPD,
kemudian diserahkan ke BPK untuk
kemudian dikeluarkannya opini BPK.
Setelah itu laporan keuangan diserahkan ke
DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
untuk dilakukan pembahasan dan disepa-
kati sebagai Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD.

Tabel 1 merupakan matrik yang beri-
si hasil jawaban yang telah dikemukakan
oleh informan mengenai bagaimana imple-
mentasi SIMDA Keuangan di Pemerintah
Kabupaten Magelang. Matrik dibuat untuk

Tabel 1.
Matrik Implementasi SIMDA Keuangan di Pemerintah Kabupaten Magelang

Pertanyaan Jawaban Informan
Tahun Implemen- Pertama kali memakai aplikasi SIMDA Keuangan Tahun Anggaran 2015.
tasi P Namun ada SKPD yang mengimplementasikan di tahun 2017 karena ba-

ru berdiri di tahun tersebut.

Diharuskan oleh BPPKAD untuk menggunakan SIMDA Keuangan. SIMDA
lebih meyakinkan dan lebih unik. Pelaporan keuangan, penganggaran,
dan penatausahaan diharapkan lebih quallified.

Alasan Implemen-
tasi

Operator SIMDA  Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

Implementasi SIMDA Keuangan telah dilaksanakan secara menyeluruh
Bagaimana Imple- dari penganggaran, penatausahaan, sampai dengan akuntansi dan
mentasinya pelaporan. Di Kabupaten Magelang SIMDA Keuangan dimodifikasi dapat
diakses melalui internet.

Penganggaran: sebelum penganggaran yaitu perencanaan yang dilakukan
oleh Bappeda. Aplikasi perencanaan yang dimiliki Bappeda ditransfer ke
aplikasi E-Budgeting. Di E-Budgeting melakukan entri RKA (Rencana Ker-
ja Anggaran) dari tiap-tiap SKPD lalu dimasukkan di aplikasi SIMDA Keu-
Bagaimana angan sampai menjadi DPA (Dokumen Pelaksanan Anggaran).

Prosedurnya .
Penatausahaan: terdapat prosedur penerimaan dan prosedur penge-

luaran yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Basis Akrual.
Akuntansi dan Pelaporan: melakukan posting jurnal secara periodik
harian, mingguan atau bulanan.
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memperjelas dan mempermudah pembaca
mengenai penjelasan yang telah diberikan
di atas.

Kendala dan Solusi dalam Implementasi
SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kabu-
paten Magelang

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi
dalam mengelola keuangan yang dilakukan
oleh Pemerintah Kabupaten Magelang
menggunakan SIMDA Keuangan baik di
SKPD maupun SKPKD. Tabel 2 menyajikan
mengenai kendala beserta solusi dalam im-
plementasi SIMDA Keuangan di Pemerintah
Kabupaten Magelang.

Pelaporan Keuangan di Pemerintah Kabu-
paten Magelang Menggunakan SIMDA
Keuangan
Penyusunan LKPD Kabupaten Magelang
terdiri dari SA-SKPD dan SA-SKPKD/PPKD.
Penyusunan laporan keuangan di
pemerintah daerah, di akuntansi komersial
diibaratkan sebagai Home Office dan
Branch Office. Di mana SKPD sebagai
Branch Office sedangkan SKPKD sebagai
Home Office. Berikut merupakan penjela-
san mengenai SA-SKPD dan SA-SKPKD/
PPKD di Pemerintah Kabupaten Magelang.
SA-SKPD merupakan proses dalam

akukan di tingkat SKPD. Unit SKPD di
Pemerintah Kabupaten Magelang terdiri
dari beberapa SKPD yang berjumlah sekitar
60 SKPD. Diantaranya semua dinas dan
kantor camat yang ada di Pemerintah Ka-
bupaten Magelang. Jumlah kecamatan seki-
tar 20 kecamatan. Pihak-pihak yang terlibat
dalam SA-SKPD diantaranya Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Ben-
dahara Pengeluaran Pembantu, Petugas Ba-
rang, Petugas Aset, dan PPTK (Petugas
Pelaksana Teknis Kegiatan). SA-PPKD/
SKPKD merupakan proses penyusunan
laporan keuangan di tingkat SKPKD/PPKD.
Unit yang termasuk PPKD/SKPKD di
Pemerintah Kabupaten Magelang vyaitu
BPPKAD. Selain menjalankan fungsi sebagai
pengguna anggaran (sebagai  SKPD),
BPPKAD juga menjalankan fungsi sebagai
SKPKD (entitas pelaporan).

Pelaporan keuangan menggunakan
SIMDA Keuangan dilakukan di lingkup
SKPD maupun di SKPKD Pemerintah Kabu-
paten Magelang. Berdasarkan hasil wa-
wancara kepada seluruh responden dalam
penelitian ini, pengelolaan data keuangan
menggunakan SIMDA Keuangan dapat
membantu dalam membuat laporan keu-
angan. Selain itu, aparatur pemerintah juga
telah memahami cara membuat laporan

menyusun laporan keuangan yang dil- keuangan menggunakan SIMDA Keuangan.
Tabel 2.
Kendala dan Solusi Implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Magelang
Kendala Solusi
Kurangnya pengetahuan dari pejabat Rutin melaksanakan dan mengikuti
daerah karena tidak semua Dberlatar pelatihan Bimtek vyang diadakan oleh
belakang pendidikan akuntansi BPPKAD.
Banyak daerah di Kabupaten Magelang Pemerintah Kabupaten Magelang

yang mengalami Kkesulitan jaringan atau
koneksi internet terutama di daerah
terpencil.

Beberapa SKPD ada yang menggunakan
lapotop atau komputer digunakan untuk
beberapa orang, sehingga ketika akan
menggunakan aplikasi SIMDA  harus

bergantian satu persatu.
Sering terjadi error dan lag, sehingga harus

log out terlebih dahulu kemudian bisa log
in kembali.

memberikan fasilitas wifi di setiap SKPD
yang memiliki kesusahan internet agar
jaringan internet menjadi lancar.

Pemerintah Kabupaten Magelang
memberikan fasilitas komputer yang lebih di
setiap SKPD sehingga laporan keuangan
yang dihasilkanpun akan lebih cepat.

Pemerintah Kabupaten Magelang diharapkan
membuat pengembangan dalam setiap
update versi SIMDA sehingga masalah
software dapat teratasi.
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Tahap pelaporan keuangan menggunakan
SIMDA Keuangan yaitu Petugas Akuntansi
melakukan posting dari transaksi-transaksi
yang ada baik transaksi pendapatan mau-
pun transaksi belanja. Transaksi-transaksi
seperti STS (Surat Tanda Setoran), TBB
(Tanda Bukti Pembayaran), SPPD (Surat
Perintah Pembayaran Daerah) dilakukan
verifikasi buktinya kemudian di-posting.
Kemudian di SIMDA Keuangan LRA yang
dihasilkan sudah terformat sebagai LRA
bulanan. Sedangkan laporan keuangan
secara keseluruhan tidak dapat tersistem
dari SIMDA Keuangan sehingga harus dil-
akukan intervensi langkah-langkah manual
untuk entri jurnal seperti pembuatan
jurnal koreksi, jurnal penyesuaian, dan
jurnal pembalik. Setelah semua transaksi
selesai di akhir tahun/tutup tahun, SIMDA
Keuangan akan menghitung jurnal mana
yang masuk ke Neraca, LO, dan lain se-
bagainya. Sehingga petugas hanya tinggal
print hasilnya. Selain itu, petugas juga men-
cocokkan hasil dari hitungan manual
dengan SIMDA Keuangan. Apabila telah
sesuai maka laporan keuangan telah jadi.

Pelaporan keuangan menggunakan
SIMDA Keuangan di Pemerintah Kabupaten
Magelang telah lancar dan terintegrasi se-
hingga hanya sedikit yg mengalami ham-
batan. Masalah yang muncul diantaranya
faktor dari SDM dan masalah hardware.
Hal ini terjadi di BPPKAD. Bapak Setyawan
selaku  Kepala Subbagian Keuangan
sekaligus Petugas Akuntansi PPKD di
BPPKAD menjelaskan adanya SDM vyang
masih kurang di beberapa SKPD. Namun,
tidak semua SKPD kekurangan dalam SDM-
nya. Ada beberapa SKPD yang memang su-
dah memiliki SDM yang bagus. Namun, un-
tuk di kecamatan rata-rata masih keku-
rangan dalam SDM-nya. Selain itu, juga ma-
salah hardware. Masalah pada hardware
terjadi karena banyaknya aset dari
pemerintah daerah dan SDM yang kurang
sehingga kinerja dari Pengurus Barang la-
ma. Namun karena dari bidang aset BAR
mengalami keterlambatan, maka dari bi-
dang akuntansi harus menunggu.

Efektivitas Pelaporan Keuangan Sebelum
dan Sesudah Implementasi SIMDA Keu-
angan pada Pemerintah Kabupatan Mage-

lang

Efektivitas dari pelaporan keuangan di
Pemerintah Kabupaten Magelang ini diteliti
dengan menggunakan teori dari Campbell
(1989) yang mengemukakan bahwa efek-
tivitas diukur dari keberhasilan program,
keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap
program, tingkat input dan output, dan
pencapaian tujuan menyeluruh. Berdasar-
kan hasil penelitian yang dilakukan peneliti
dengan melakukan wawancara kepada in-
forman yang telah dipilih peneliti, SIMDA
Keuangan mempunyai kemampuan
operasional yang efektif dalam pelaporan
keuangan di Pemerintah Kabupaten Mage-
lang. Keberhasilan program dari implemen-
tasi SIMDA terhadap efektivitas pelaporan
keuangan di Pemerintah Kabupaten Mage-
lang yaitu penggunaan aplikasi SIMDA Keu-
angan lebih cepat dan pengoperasiannya
lebih mudah. Data dapat diproses secara
sistem dan tidak secara manual sehingga
laporan keuangan dapat tepat waktu di-
periksa oleh BPK untuk mendapatkan
opini.

SIMDA Keuangan telah mencapai
tujuan dalam pelaporan keuangan di
Pemerintah Kabupaten Magelang. Sasaran
dari penyusunan laporan keuangan mulai
dari anggaran sampai pada penatausahaan
berpusat di akuntansi dan pelaporannya.
Jadi, selama 4 (empat) tahun penggunaan
SIMDA Keuangan sangat mendukung pen-
capaian target-target yang telah ditentukan
sebagai SKPD bahwa SIMDA Keuangan
dapat mendukung untuk pencapaian opini
WTP. Kepuasan terhadap program menurut
teori dari Campbell (1989) menjelaskan
kepuasan dapat diukur dengan bagaimana
keberhasilan dari suatu program dalam
mencapai tujuan dalam memenuhi kebu-
tuhan penggunanya. Berdasarkan hasil wa-

wancara dengan  responden  dalam
penelitian ini, SIMDA Keuangan telah men-
capai kepuasan vyang tinggi dalam

pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Magelang. Kepuasan dari program SIMDA
Keuangan vyang telah digunakan sudah
cukup memadai di Indonesia Kkarena
penggunaannya di kabupaten dan kota su-
dah empat ratus sekian banyaknya dan
hampir 80%  kabupaten dan kota
menggunakan SIMDA Keuangan. Memang
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awalnya perlu perbaikan serta pengem-
bangan, namun sampai saat ini SIMDA Keu-
angan sangat memadai dan memuaskan.

SIMDA Keuangan telah mencapai
efektif karena menghasilkan output yang
lebih besar daripada input-nya. Tingkat in-
put diantaranya kelengkapan data-data
transaksi dan SPJ (Surat Pertanggungjawa-
ban) kegiatan sedangkan output berupa
laporan keuangan yang dihasilkan. Tingkat
output yang dihasilkan SIMDA Keuangan
lebih besar dari inputnya, karena dengan
data yang ada dapat menghasilkan laporan
keuangan secara cepat dan lengkap. Ting-
kat keluaran yang dihasilkan SIMDA Keu-
angan sesuai dengan hasil pemeriksaan
dari BPK yang mensyaratkan segala persoa-
lan dari laporan keuangan data yang
disajikan harus lengkap, jadi tidak bisa
membuat jurnal atau transaksi tanpa ada
bukti fisik yang jelas. Jadi, untuk semua
input dan output harus terukur dan tidak
dapat dibuat dengan data sendiri. SIMDA
Keuangan telah mencapai efektivitas dalam
pelaporan keuangannya karena telah me-
menuhi pelaporan keuangan yang lebih
mudah dan tersistematis. SIMDA Keuangan
membantu dalam mencapai tujuan
penyusunan laporan keuangan akhir yaitu
pencapaian berdasarkan dari opini BPK.
Dengan adanya aplikasi SIMDA Keuangan
cukup mendukung dan membantu
pemerintah dalam mengelola keuangannya.
SIMDA Keuangan juga berkontribusi besar
dalam pencapaian secara menyeluruh
Pemerintah Kabupaten Magelang untuk
dapat mencapai transparansi dan akunta-
bilitas keuangannya dengan dibuktikan
dengan diperolehnya opini WTP dari BPK
selama lima tahun berturut-turut.

Tabel 3 merupakan matrik yang beri-
si jawaban-jawaban yang telah dikemuka-
kan informan mengenai bagaimana efek-
tivitas pelaporan keuangan menggunakan
SIMDA Keuangan. Matrik bertujuan agar
memperjelas dan mempermudah pembaca
mengenai penjelasan yang telah diberikan
di atas.

Sebelum menggunakan SIMDA Keu-
angan dalam pengelolaan keuangannya,
Pemerintah Kabupaten Magelang menyusun
laporan keuangannya dengan basis CTA
(Cash  Toward Accrual. Penyusunan

laporan keuangan secara akrual penuh per-
tama kali dilaksanakan pada tahun 2015
pada saat implementasi SIMDA Keuangan.
Sebelum adanya SIMDA Keuangan, laporan
keuangan relatif sederhana yaitu LRA, LAK
(Laporan Arus Kas), dan Neraca. Sedangkan
setelah implementasi SIMDA Keuangan,
laporan keuangan bertambah menjadi
tujuh. Perbedaannya yaitu setelah imple-
mentasi SIMDA Keuangan dalam Neraca
terdapat penyusutan vyang terdiri dari
penyusutan aset tetap sedangkan dulu tid-
ak ada. Selanjutnya, ada tambahan laporan
keuangan yaitu LO. LO dalam akuntansi
komersial yaitu Laporan Laba Rugi di mana
di dalamnya tersaji informasi mengenai
pendapatan dan beban-beban operasional.
Selain itu juga terdapat LPSAL (Laporan Pe-
rubahan Saldo Anggaran Lebih) dan LPE
(Laporan Perubahan Ekuitas).

Untuk mengetahui bagaimana per-
bandingan efektivitas pelaporan keuangan
sebelum dan setelah implementasi SIMDA
Keuangan pada Pemerintah Kabupaten
Magelang, Tabel 4 menyajikan per-
bandingan efektivitas pelaporan keuangan
sebelum dan sesudah implementasi SIMDA
Keuangan pada Pemerintah Kabupaten
Magelang.

Hasil penelitian menunjukkan
pelaporan keuangan setelah implementasi
SIMDA Keuangan lebih efektif daripada
sebelum implementasi SIMDA Keuangan.
Hal ini terlihat dari persentase jawaban re-
sponden memilih setuju dan sangat setuju
lebih banyak setelah implementasi SIMDA
Keuangan dari berbagai pernyataan yang
diberikan. Dalam rangka meningkatkan
efektivitas pelaporan keuangan, saat ini
Pemerintah Kabupaten Magelang sedang
berupaya meningkatkan efektivitas dalam
pelaporan keuangannya vyaitu dengan
mengembangkan SIPD. Namun, karena
masih sistem baru sehingga belum dapat
diketahui bagaimana pelaporan keuangan
menggunakan sistem tersebut. SIPD mulai
dijalankan pada tahun 2021 saat ini.

Kualitas Laporan Keuangan Sebelum dan
Sesudah Implementasi SIMDA Keuangan
pada Pemerintah Kabupaten Magelang

Kualitas laporan keuangan pada
Pemerintah Kabupaten Magelang dari im-
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Tabel 3.
Matrik Efektivitas Pelaporan Keuangan Menggunakan SIMDA Keuangan di Pemerintah
Kabupaten Magelang

Kepuasan Tingkat Pencapaia
Kriteria/ Keberhasilan Keberhasilan Terhad. input n Tujuan
Informan Program Sasaran Per acap dan Menyeluru

rogram
Output h

Informan 1  Proses Penggunaan SIMDA cukup Inputdan SIMDA
menggunakan aplikasi SIMDA memadai output berkontrib
SIMDA lebih mendukung karena telah usi dalam
cepat, dalam penggunaan terstrukt  pencapaia
aplikasinya mencapai SIMDA di ur. n tujuan.
familiar dan opini WTP. Kabupaten/
pengoperasiann kota di
ya mudah. Indonesia

hampir 80%

Informan 2 keberhasilan SIMDA mudah  cukup puas, Data Secara
SIMDA cukup dipahami. namun bila mengenai Kkeseluruha
bagus. internet laporan n SIMDA

sinyalnya keuangan baik dan
bagus belum sudah mudah
tentu SIMDA tersedia dipahami
bagus. di SIMDA. dapipada
SIPD.

Informan 3  secara SIMDA tepat SIMDA lebih Bila input SIMDA
keseluruhan sasaran dan bagus. benar sudah
SIMDA mudah sesuai dengan maka bagus
dipahami yang di input. hasilnya  secara
dapipada SIPD lengkap.  keseluruha
lebih rumit. n.

Informan 4  Bila laporan dari Sasaran SIMDA Sangat puas. Lengkap Setiap
Puskesmas telah bagus. dan pemeriksa
jadi baru bisa lancar. an dari
terintegrasi BPK tidak
dengan Pemda. ada

masalah.

Informan 5 SIMDA SIMDA lebih Sangat puas. Menu Cukup
membantu sistematis, untuk memuaska
posting jurnal input cepat, input di n
dan langsung dan SIMDA dibandingk
menjadi laporan mempercepat sudah an aplikasi
akuntansi. penjurnalan. terpisahk sebelumny

an. a.

Informan 6  Sering banyak SIMDA Kurang puas Tergantu Masih ada
selisih, mengalami karena ng dari yang
penyerapan kerepotan saat prosesnya SPP. secara
sering tidak nge-link. masih ada manual.
sesuai. yang manual.

Informan 7 Menurut Saya SIMDA cukup SIMDA sudah  Output Laporan
SIMDA efektif berhasil dalam lancar, cukup  SIMDA keuangan
karena tidak menyajikan berhasil yang dapat
terlalu banyak data untuk programnya, terdiri disajikan
tahapan kepentingan proses dari LRA, sesuai asas
penyusunannya. publik dan pengelolaan Neraca, laporan

pemeriksaan keuangan LO, LPE keuangan
audit, data berjalan sudah yang
yang disajikan dengan mencuku revelan,
dapat lancar, dan pi. dan
dipertanggung programnya akuntabel.
jawabkan. bagus.
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plementasi SIMDA Keuangan ini diteliti
dengan menggunakan kriteria karakteristik
kualitatif yang tercantum dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71
tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan. Apabila memiliki informasi
yang dapat memengaruhi dalam pengambi-
lan keputusan maka dikatakan relevan. Ber-
dasarkan hasil studi dokumentasi terhadap
LKPD Kabupaten Magelang tahun 2020 dan
hasil wawancara dengan informan dalam
penelitian ini, laporan keuangan yang
dihasilkan dari SIMDA Keuangan memen-
uhi kualitas relevan. Laporan keuangan dari
proses menggunakan SIMDA Keuangan me-

menuhi kualitas relevan, andal, dapat di
pahami, dan dapat dibandingkan karena
harus ada kriteria dan standar yang harus
dipenuhi. Apabila tidak, maka BPK selaku
pemeriksa keuangan pemerintah daerah
akan mengeluarkan pernyataan menolak
memberikan opini atau Tidak Memberikan
Pendapat (TMP).

Laporan keuangan dikatakan andal
apabila informasinya bebas dari kesalahan
material, disajikan sesuai apa adanya, dan
dapat diverifikasi. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa LKPD Kabupaten
Magelang memiliki kualitas andal. Laporan
keuangan yang dihasilkan dari SIMDA Keu-

Tabel 3. (lanjutan)
Matrik Efektivitas Pelaporan Keuangan Menggunakan SIMDA Keuangan di Pemerintah

Kabupaten Magelang
Kriteri Keberhasilan Keberhasilan Kepuasan Tingkat Pencapaian
a/ Program Sasaran Terhadap Input Tujuan
Inform Program dan Menyeluruh
an Output
Infor- SIMDA lebih ter- SIMDA lebih Sangat puas Data Lumayan puas,
man 8 manage karena  tertata dibandingkan input aplikasinya
apabila ada dibandingkan  sebelumnya SIMDA tidak terlalu
kesalahan dengan yang manual. telah ribet, simpel,
menginput aplikasi SIPKD lengkap. dan sekali
masih dapat yang belum masuk bisa
dibenarkan. bisa dipakai langsung ke
karena aplikasi belakang.
baru.
Infor- Masih ada revisi  Sudah Proses Kalau SIMDA itu lebih
man 9  dari BPK. memenuhi menggunakan kelengka bagus, selama
target lima SIMDA dapat  pan data ini
laporan selesai semua. selama menggunakan
keuangan. Jadi bagus ini apa SIMDA itu
banget gitu. yang kita  sudah bagus.
butuhkan
bisa di
ambil
dari
SIMDA.
Infor- SIMDA telah SIMDA lebih SIMDA dapat  Sudah Masih ada
man dapat sesuai mudah dikerjakan terpenuhi pelaporan yang
10 dari digunakan menggunakan manual
perencanaan, oleh petugas internet dari sehingga tidak
penatausahaan, yang tidak Diskominfo semua bisa
akuntansi dan berlatar sehingga bila tercover di
pelaporan. belakang dikerjakan di SIMDA.
akuntansi. rumah harus
menggunakan
VPN.
Infor- SIMDA lebih Berhasil. Puas bila Kelengka Cukup baik.
man efektif. dibandingkan pan
11 dengan datanya
manual. menduku
ng.
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angan pada Pemerintah Kabupaten Mage-
lang juga memiliki kualitas dapat
dibandingkan. LKPD Kabupaten Magelang
juga memiliki kualitas dapat dipahami ka-
rena dapat memenuhi batas pemahaman
pengguna dan dapat dipahami oleh
pengguna.

Tabel 5 merupakan matrik yang berisi
jawaban-jawaban yang telah dikemukakan
informan mengenai bagaimana kualitas
laporan keuangan menggunakan SIMDA
Keuangan. Matrik bertujuan agar memper-
jelas dan mempermudah  pembaca

mengenai penjelasan yang telah diberikan
di atas.

Sebelum menggunakan SIMDA Keu-
angan, laporan keuangan tetap disusun
berdasarkan kualitas dari standar yang
ditetapkan BPK. Berikut merupakan Tabel 6
berisi perbandingan kualitas laporan keu-
angan sebelum dan sesudah implementasi
SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kabu-
paten Magelang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kualitas laporan keuangan setelah imple-
mentasi SIMDA Keuangan lebih berkualitas

Tabel 4.
Perbandingan Efektivitas Pelaporan Keuangan Sebelum dan Sesudah Implementasi SIMDA
Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Magelang

No PERNYATAAN Sebelum Sesudah
Keberhasilan Program
1. Proses penyusunan laporan keuangan cepat dan akurat. 53% 100%
2. Pelgpo.ran keuangan dilakukan secara konsisten dan 0% 100%
periodik.
3. Proses penyusunan laporan keuangan mudah. 60% 93%
Keberhasilan Sasaran
4, Informasi yang dihasilkan akurat. 80% 100%
5. Informasi keuangan yang dihasilkan dapat diuji. 87% 100%
6. Informasi yang dihasilkan cepat sehingga berguna dalam 0 0
: 67% 93%
mendukung pengambilan keputusan.
Kepuasan Terhadap Program
7. Informasi yang dihasilkan membantu proses pekerjaan. 93% 100%
8. Saya merasa mudah dalam melakukan penyusunan 67% 0%
9. Saya merasa cocok dengan sistem yang diterapkan 67% 93%
10. Efektivitas pekerjaan Saya meningkat. 73% 87%
11. Kinerja Saya dalam penyusunan laporan keuangan 339 20%
Tingkat input dan output
12. Data laporan dapat diperoleh secara lengkap. 73% 100%
13. Data sesuai dengan kebutuhan untuk memantau 93% 100%
14. Hasil informasi yang dihasilkan mencerminkan keadaan 93% 100%
15. Transaksi atau peristiwa lain dicatat dan disajikan sesuai . .
dengan substansi dan realisasi anggaran. 87% 100%
Pencapaian Tujuan Menyeluruh
16. Pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan Kemendagri
No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 93% 100%
Daerah.
17. Laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan format 93% 100%
dalam Standar Akuntansi Pemerintah. ? 0
18. Adanya transparasi dan akuntabilitas keuangan. 93% 100%
19. Kuallltas pelayanan dan kinerja pemerintah daerah 0% 87%
meningkat.
Jumlah 77% 92%

244



JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS Vol. 21, No. 2, Agustus2021: 228-251

Tabel 5.

Matrik Kualitas Laporan Keuangan Menggunakan SIMDA Keuangan

Kriteria/

Informa Relevan Andal Dapat dibandingkan _Dapat .
n dipahami
Relevan karena harus Laporan Laporan
Informa S Laporan Keuangan Keuangan
memenuhi kriteria Keuangan . X X
nl dapat di bandingkan. dapat di
laporan. andal. P .
ahami.
Bisa di bandingkan
Informa  Kualitas Laporan Andal. bila sama-sama Dapat
n?2 Keuangan relevan menggunakan dipahami.
SIMDA.
Laporan Keuangan Bisa dibandingkan
Informa  4;¢eliti di DPKAD telah  sudah. dengan periode Dapat
n3 . . sebelumnya. dipahami.
sesuai atau tidak.
Relevan terbukti
Informa  dengan diperolehnya Tidak ada Dapat dibandingkan = Mudah
n4 opini WTP dalam lima  masalah. dengan aplikasi lain  dipahami.
tahun berturut-turut.
Informa  Data dapat disajikan Menl_lrut SI.MDA u nggul bila Dapat
. . kami yang dibandingkan : .
ns secara efektif, efisien. . dipahami.
terbaik. dengan sebelumnya.
Laporan keuangan \ i Dapat
menggunakan SIMDA dal S_elama memakai dipahami dan
Informa : karena sistem yang sama
dapat digunakan telah
no6 X sangat maka keandalan dan i .
untuk mengambil membantu lainnvasama dijelaskan di
keputusan. ) Y ) CALK.
Cukup
dalam
menyajikan
Sesuai yang di atur Laporan Tidak dapat D.a pat
Keuangan . dipahami
Informa  dalam Perbug tentang membandingkan
) X yang karena
n7 Sistem Akuntansi dengan yang
Pemerintah Daerah relevan, sebelumnya tertuang dalam
) akuntabel, ) CALK.
bisa
dipertanggu
ngjawabkan.
. Orang yang
SIMDA bisa T¥dak dapat i mengetahui
Informa . dibandingkan bila )
Relevan. dikatakan : akuntansi
n8 masih dalam satu
bagus. ; dapat
sistem. .
memahami.
. , Tidak dapat
Informa ~ Relevan d1]_:>u_kt1kan Andal dibandingkan karena D_apat .
no dengan opini WTP. . dipahami.
item berbeda.
Relevan dan informasi Dapat dibandingkan
Informa b K di " Dapat d iod Bi
n 10 anyak disampaikan diandalkan engan periode isa.
di CALK. " sebelumnya.
Andal
i namun .
Informa Dapat dlgunakap masih harus Bisa karena terdapat _
untuk pengambilan . laporan tahun Bisa.
nll dilakukan
keputusan. sebelumnya.
pengecekan
manual.
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daripada sebelum implementasi SIMDA mendukung
Keuangan. Persentase jawaban responden
memilih setuju dan sangat setuju lebih
banyak setelah implementasi SIMDA Keu-
angan dari berbagai pernyataan yang
diberikan.

Laporan keuangan yang dihasilkan
dari SIMDA Keuangan terdiri dari LRA,
Neraca, LPE, LO, LAK, LPSAL, CALK (Catatan
atas Laporan Keuangan). Selain itu, ber-
dasarkan hasil wawancara kepada seluruh
informan dalam penelitian ini, laporan keu- o Pe
angan yang dihasilkan dari SIMDA Keu- Wi
angan telah sesuai dengan Standar .00
Akuntansi Pemerintahan. ‘

Menurut informan 1, LKPD Kabupat-
en Magelang telah sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan. Apabila tidak
sesuai maka laporan keuangan tersebut okok pemeriksa
tidak diterima oleh BPK. Hal ini didukung i L Ko
dengan Pemerintah Kabupaten Magelang i SO
memperoleh opini WTP terhadap LKPD Ka-
bupaten Magelang selama lima tahun ber-
turut-turut dari TA 2016-2020. Dengan
demikian, pelaporan keuangan

men, nakan SIMDA Keuangan mampu
B8u 5 p Sumber: BPPKAD

Tabel 6.

pemerintah menjadi

pelaporan

Gambar 2.

keuangan

lebih baik dan

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

Kepada Yth
Bupati Magelang

Opini BPK Terhadap LKPD Kabupaten
Magelang TA 2020

Perbandingan Kualitas Laporan Keuangan Sebelum dan Sesudah Implementasi SIMDA
Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Magelang

No PERNYATAAN Sebelum Sesudah
Relevan
1. Informasi yang dihasilkan disajikan secara lengkap dan
. 73% 100%
dapat mendukung proses pengambilan keputusan.
2. Infqrma51 ya.ng d1hasﬂkan dapat digunakan untuk analisis 0% 100%
kegiatan lebih lanjut.
3. Laporan keuangan yang dihasilkan memberikan informasi
. . A 87% 100%
yang dapat mengoreksi aktivitas keuangan di masa lalu.
Andal
4, Informasi yang dihasilkan bebas dari kesalahan material. 47% 87%
5. Laporan keuangan menghasilkan informasi yang jujur dan
wajar sesuai dengan transaksi dan peristiwa keuangan 80% 93%
lainnya yang seharusnya disajikan.
6. Informasi keuangan yang dihaslkan dapat diuji. 87% 100%
Dapat Dibandingkan
7. Informasi yang disajikan dapat dibandingkan dengan 0
. 87% 100%
laporan keuangan periode sebelumnya.
8. Informam yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan LKPD 239 239
lain.
Dapat Dipahami
9. Informasi yang dihasilkan dapat dipahami dengan jelas. 80% 100%
10. Laporan keuangan yang dihasilkan disajikan dalam bentuk
dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para 73% 87%
pengguna.
Jumlah 75% 94%
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berkualitas. Gambar 2 menyajikan opini
BPK terhadap LKPD Kabupaten Magelang
TA 2020.

Hasil studi dokumentasi terhadap
LKPD Kabupaten Magelang 2020 yaitu for-
mat LRA Pemerintah Kabupaten Magelang
yang dihasilkan oleh SIMDA Keuangan te-
lah sesuai dengan yang telah ditetapkan
oleh Standar Akuntansi Pemerintahan.
Neraca Pemerintah Kabupaten Magelang
yang dihasilkan dari aplikasi SIMDA Keu-
angan juga sesuai dengan vyang telah
ditetapkan oleh  Standar  Akuntansi
Pemerintahan. LPE yang dihasilkan dari
SIMDA Keuangan telah memenuhi Standar
Akuntansi Pemerintahan. LO Pemerintah
Kabupaten Magelang yang dihasilkan dari
SIMDA Keuangan juga telah memenuhi
kualitas yang ditetapkan Standar Akuntansi
Pemerintahan. LAK pada Pemerintah Kabu-
paten Magelang yang dihasilkan dari SIM-
DA Keuangan telah memenuhi kualitas
yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi
Pemerintahan. LPSAL Pemerintah Kabupat-
en Magelang yang dihasilkan oleh SIMDA
Keuangan juga telah memenuhi kualitas
yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi
Pemerintahan.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis yang
telah dilakukan oleh peneliti maka dapat
disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten
Magelang telah mengimplementasikan SIM-
DA Keuangan dalam pelaporan keuangann-
ya. Implementasi SIMDA Keuangan telah
menyeluruh mulai dari prosedur pengang-
garan, prosedur penatausahaan, dan
akuntansi dan pelaporan.

Hambatan dalam implementasi SIM-
DA Keuangan pada Pemerintah Kabupaten
Magelang diantaranya kurangnya penge-
tahuan SDM. Hal ini karena petugas tidak
semua berlatar belakang pendidikan
akuntansi. Selain itu, banyak SKPD yang
mengalami kesulitan dan kebingungan di
awal implementasi SIMDA Keuangan. Selan-
jutnya yaitu koneksi/jaringan internet. Hal
ini karena SIMDA Keuangan dioperasikan
menggunakan internet dan pemakaian in-
ternet yang dilakukan di seluruh SKPD me-
nyebabkan jaringan sering error. Selain itu,
juga banyaknya SKPD yang berada di dae-

rah terpencil yang memang sulit mendapat-
kan jaringan/koneksi internet. Selanjutnya
yaitu hardware/perangkat keras. Perangkat
keras menjadi  penghambat dalam
pelaporan keuangan menggunakan SIMDA
Keuangan karena di Pemerintah Kabupaten
Magelang tidak semua SKPD memiliki lap-
top atau komputer yang mencukupi. Ada
beberapa SKPD yang hanya memiliki satu
laptop atau komputer sehingga
pemakaiannya bergantian. Selanjutnya yai-
tu software/perangkat lunak. Hal ini terjadi
karena aplikasi SIMDA Keuangan sering lag
sehingga keluar sendiri dan harus masuk
kembali. Selain itu juga SIMDA Keuangan
memiliki beberapa kelemahan diantaranya
dari aset tidak dapat link sampai ke akhir
sehingga harus melakukan input ulang.
Selain itu, SIMDA Keuangan juga mengala-
mi Kketidakcocokan antara perhitungan
manual dan perhitungan menggunakan
SIMDA Keuangan.

Implementasi SIMDA Keuangan pada
Pemerintah Kabupaten Magelang terbukti
meningkatkan efektivitas pelaporan keu-
angan daripada sebelum menggunakan
SIMDA Keuangan. Selanjutnya mengenai
kualitas laporan keuangan yang dihasilkan
SIMDA Keuangan, dapat disimpulkan kuali-
tas LKPD Kabupaten Magelang dengan
adanya implementasi SIMDA Keuangan
lebih berkualitas dibandingkan sebelum
implementasi SIMDA Keuangan. Selain itu,
LKPD Kabupaten Magelang yang dihasilkan
dari SIMDA Keuangan telah sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan.

KETERBATASAN DAN SARAN
Keterbatasan penelitian ini yaitu
terbatasnya informasi mengenai sistem in-
formasi yang digunakan pada tahun 2020
karena sistem yang digunakan masih baru
sehinga informan tidak dapat memberikan
informasi secara detail. Terbatasnya infor-
masi mengenai sistem informasi sebelum
adanya SIMDA Keuangan karena ada be-
berapa informan penelitian yang baru mu-
lai bekerja saat diterapkannya SIMDA Keu-
angan sehingga informasi mengenai sebe-
lum adanya SIMDA Keuangan yaitu sebe-
lum tahun 2015 tidak diketahui. Peneliti
hanya dapat menggambarkan sesuai
dengan informasi yang ada.
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Saran bagi penelitian selanjutnya di-
harapkan mampu menggali informasi yang
lengkap mengenai pelaporan keuangan
dengan sistem yang baru di Pemerintah
Kabupaten Magelang tahun 2020 dan se-
terusnya. Penelitian selanjutnya diharap-
kan mampu memperdalam mengenai kebu-
tuhan sumber daya dalam pelaporan keu-
angan pemerintah daerah berbasis teknolo-
gi dikarenakan masih banyak petugas
akuntansi pemerintah yang belum paham
mengenai teknologi akuntansi dan latar
belakang pendidikan yang juga tidak be-
rasal dari bidang akuntansi.
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